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Unit OrgEnisasi/Satker

Kegiatan

Keluaran (ouFut)

Volume

Satuan ukur

Alokasi dana

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Klas B dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan fingkat Daerah Provinsi

Terpenuhinya Tata Kelola RS berupa Honorarium dan Premi

BPJS Bagi Tenaga Harlep Dokter Wajib Kerja (PGDS)

di Pelayanan Kesehatan

1 (satu)

Tahun

Dana APBD

I. I.ATAR BEI.A!G]{G

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal

28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut duabarkan dalam Rencana Pembangunan

langka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Pembangunan bidang

kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran,

kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derdjat

kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi

kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan

sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan

masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/Udak mampu. Karena hal



tersebut, dipandang perlu untuk menambah hsilitas fisik yang memadai bagi masyarakat,

terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan

pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehahn dengan sarana dan

prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu

perlu adanya pemhnahan sarana dan pras.irana yang dibutuhkan masyarakat sehingga

bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

b. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit liwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah

Sakit Jiwa kelas A, yang @a tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10 IIl498lO9 mendapatlcn s,tatus

AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011

telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT

LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat

Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/f48/V2015, lulus akreditasi SNARS

tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan

se@ai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi staMar akrcditasi rumah

sakit dan dinyatalcn lulus tingkat PARIPURNA itu Rumah Saklt Jiwa Daerah

Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus

resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015 .

Hasil analisa data pada tahun 2019, s€gmen pasar terbanyak yang dilayani

saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS,

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 pasal 27 ayat 5 tentarE Dana

Perimbangan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan

Keuangan Daerah

4. Perahlran Gubemur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino

Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta provinsi Jawa Tengah.



dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal

dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan

fungsi Rumah Sakit liwa Daerah Surakarta sebagEi pusat rujukan bagi pelayanan

kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut

membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangadah dibutuhkan oleh

masyaralGt. Oleh karena itu sangat penting jilG peningkatan tersebut dlimbangi

dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyardkat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2019 yaitu BOR 67.16% ,

LOS 25 hari, TOI 12, BTO 10, GDR 069, NDR 0,69, sehingga dari data tersebut RS

Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan

yarE lebih baik terhadap pelanggan.

Barbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci

utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga

kesehatan memberikan kontribusi hingga 800,6 dalam keberhasilan penanganan

lesehatan. Rumah Sakit Jiwa juga digunakan sebagai tempat pendidikan bagi tenaga

- tenaga profesi di bidang kesehatan, hal ini terlihat dari banyaknya institusi

pendidikan yang bekerjasama dan banyaknya mahasis,wa yang menggunakan Rumah

Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai lahan praktek. Pada tahun 2019 institusi yang

bekerjasama sebanyak 210 instifusi dan jumlah mahasisrua yang pralcek sebanyak

3.907 mahasiswa.

Pengembangan tenagE kesehatan rneliputi perencanaan, kebutuhan tenaga

kesehatan, pengadaan/pendidikan, pendayagunaan, serta pembinaan dan

perEEwasarn mufu tenaga kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan dibatasi ada

13 (Uga belas) jenis tenagE, salah satunya yaitu dokter spesialis. Rumah Sakit Jiwa

Daerah Surakarta sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan, diharapkan

mampu memberikan pelayanan yang optimal. Untuk itu pemenutnn sumber daya

manusia kesehatan dokter spesialis sangat dibutuhkan. Dokter spesialis yang

dimaksud dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih optimal, holist'tc dan

paripurna.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD

Tahun Anggaran 2021.



c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat daerah provinsi dimaksudlGn untuk tata kelola Rumah Sakit berupa honorarium

dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Dokter Wajib Kerja (PGDS) di pelayanan

Kesehatan, hal ini dalam rangka peningkatan mtltu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan

pengentasarn kemiskinan.

d. Indikator Pelayanan

Terselenggaranya tata kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan premi BpJS

bagi tenaga Harlep Dokter Wajib Kerja (PGDS) di pelayanan Kesehatan.

e, Keluaran/ Output

Terpenuhinya tata kelola RS berupa honorarium dan premi BPJS bagi tenaga

harlep Dokter Wajib KerF ecDS) di Pelayanan Kesehatan.

2. i,lAlGUD DAN TUIUAN

a. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola Rumah Sakit berupa honorarium

dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Dokter Wajib Kerja (PGDS) di Pelayanan

kesehatan, hal ini dalam rangka peningkatan mutu Rumah Sakit Jiwa Daerah

Surakarta.

b. Tujuan

1, Umum:

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan,

pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian

masyarakat.

2. Khusus

Terselenggaranya tata kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan Premi BPJS bagi

tenaga harlep dan Program Doker Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan.



3. RINCIAN KEGIATAil

TerselenggaranyatatakelolaRumahsakitberupahonorariumdanPremiBPJSbagi

tenaga harlep Program DoKer Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan'

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)

2. Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan

3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasl pengEdaan barang/Jasa, laporan bulanan, laporan

triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

5. SASARAI{

Terlaksananya kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola Rs berupa honorarium dan Premi

BPJS basi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan'

6. TEMPAT PEIAIGAI{AAN KEGIATATI

pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola RS berupa honorarium dan Premi

BPJS bagi tenaga harlep Progmm Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan

berada di Rumah Sakit liwa Daerah Surakarta,

7. PEI,AKISAI{AA1{ KEGIATAN

a. Penerima ]tlanfaat

Penerima manfaat adalah seseorarng yang mendapat keurtungan atau

manhat dalam beberapa hal dari segala sesuafu. Penerima manfaat dengan adanya

usulan prasarana di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah :

1. Pasien dan keluarganya

4. CARA I'IEIAKSANAKAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat daerah provinsi untuk Tata kelola RS berupa honorarium dan

PremiBP]SbagitenagaharlepProgramDokerspesialis(PGDs)dipelayanan

kesehatan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah'



Dengan adanya prasaftina rumah sakit maka diharapkan pasien dapat

memperoleh memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.

2. Penentu kebijakan,yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif,

legislatif dan yudikatio sebagai p€rencana,pelaksana, dan pengendali kebijakan

pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebuakan adalah,

masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam

pengambilan kepuulsan dan implementasi kebuakan pembangunan kesehatan'

3. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan

pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah

Surakarta,termasuk dalam kelompok ini adalah,

a. Insitusi pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam: pendidikan,

pelatihan, penemuan, penguiian, peningkatan ketrampilan dan

pengembangan inovasi yang diperlukan

b. Produsen sarana (distributor/penyalur/pengeeD prcduksi dan peralatan /
mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi

c. Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana prcduki dan

Peralatan/mesin kesehatan yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu,

dan tempat yang tepat, serta pada tingkat hargE yang terjangkau'

d. Pers,media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebarluaskan

pasar(permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan

dibutuhkan.

e. AKivis LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagi organisator.

b. Pelal(sana Kcgiatan

Panitia pelaksana kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola RS berupa honorarium

dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan, meliputi pengguna anggaran /PPKom, panitia

/pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan

jumlah sesuai ketentuan.

c. Penanggungiawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Penyediaan honorarium dan Premi BPJS bagi

tenaga harlep Program DoKer Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan adalah

Kasubag Perbendaharaan dan verifikasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta



8. JADWAT KEGIATAN

a, Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin rumah sakit klas B dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat daerah prcvinsi untuk tata kelola RS berupa honorarium

dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program DoKer Spesialis (PGDS) di pelayanan

kesehatan dimulai bulan Januari 202L sampai dengan bulan Desember 2021.

Tahun Anggaran 2O2l

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

9. RENCANA ANGGARAN BELAN'A (RAB)

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Klas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat Daerah Provinsi Untuk Tata Kelola RS Berupa Honorarium Dan Premi BPJS

BagiTenaga Harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) Di Pelayanan Kesehatan dibiayai

dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar : Rp. 825.qrO.qXr,OO (Delapan

Ratus Dua Puluh Lima Juta R.upiah)

No Kebutuhan
Bulan

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2

1

Honor Wajib Kerja DoKer

Spesialis (WKDS)

2.
Belanja Premi Asuransi BPIS

Ketenagaan Non PNS

3. DoKer Umum

No Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

tan Feb Mar Apr Mei Jun Jul rlgt sep okt ilov De
1. Kegiabn

Penyediaan
logistik:

1. Persiapan

2. Pelalaanaan

x

x x x x x x x x x x x



149.994.00013 OB1

Honor Wajib Kerja Dokter Spesialis

(wKDS)

TahunI
Belanja Premi Asuransi

Ketenagaan Non PNS
2.

75.012.00074 OB3. Dokter Umum

825.O(xt.000Total

10. PENUTUP

Terlaksananya tata kelola rumah sakit berupa penyediaan honomrium dan

Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGD9 di pelayanan

kesehatan pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta,

sebagai salah satu pemberi pelayanan dlbidang kesehatan serta dalam rangka

meurujudkan pelayanan yang o$imal sehingga Rumah Sakit liwa Daerah Surakarta

dapat lebih menirEkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dahm rdngka

mendukung priorttas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan

kemiskinan.

Surakarta, Juni 2020

Direktur RS I Surakafta

I{rP. 19601005 198610 1001

NO NAMA KEGIATAN voL SATUAT{ JUMlAH (Rp.,-)

BPJS
599.994.000


